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ABSTRACT 
WASTE MANAGEMENT ACCOUNT ABILITY IN URBAN SETUP 
MAMUJU IN WEST SULAWESI PROVINCE 
Anas 
(ibnoahannas@gmail.com) 
Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 
This study was conducted to determine the accoutability of the 
arrangement litter organization and mangement urban in Mamuju, West Sulawesi 
provmce. 
This study is a qualitative research, therefore, is becoming an instrument 
of research is the interview guide which is expected to complete the data needed 
to determine the shape and form of the arrangement litter control urban 
Subjects were employees of the Department of Environment and Hygiene 
Mamuju in West Sulawesi province and people. The data source consists of 
primary data and secondary data. Primary data were obtained by interview to the 
informant by using an interview guide, while secondary data obtained from the 
literature and documents relating to accountability of organization and mangement 
litter urban arrangement of Mamuju in West Sulawesi province. Data were 
analyzed using qualitative data analysis. 
Data analysis resulst show the accountability of trash managemant in 
Kabupaten Mamuju Province of West Sulawesi has already conducted in a good 
practice, but no optimal yet,which there are still inicators that not in maximum ... , 
especially enchacement of rule and coordination with staje holder I society ( low 
accountability and process accountability. 
The result showed that accountability of litter organization and mangement 
urban arrangement of Mamuju in West Sulawesi province is good, but not 
optimal yet still no indicators that have a negative value I low, in terms of 
!\' 
maximizing a accountability of control garbage especially strengthen the rules and 
the involvement of the public role. 
Keywords: Accountability, organization and mangernent, urban garbage 
ABSTRAK 
AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH 
KOTA KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT 
Anas 
(ibnoahannas@gmail.com) 
Program Pascasarjana Universitas Terbuka 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Akuntabilitas Penyelenggaraan 
Pengelolaan sampah kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barnt. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu yang menjadi 
instrument penelitian adalah panduan wawancara yang diharapkan dapat 
melengkapi data yang dibutuhkan untuk mengetahui bentuk Penyelenggaraan 
Pengelolaan sampah kota. 
Subyek penelitian adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan masyarakat . Sumber data terdiri 
dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan 
wawancara kepada nara surnber dengan menggunakan panduan wawancara, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari literature dan dokurnen yang berhubungan 
dengan akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barnt Data dianalisis dengan menggunakan analisis 
data kualitatif. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa akuntabilitas Penyelenggaraan 
Pengelolaan sampah Kota Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sudah 
berjalan cukup baik, tetapi belurn optimal, dimana masih ada indikator yang 
belum maksimal pelaksanaannya terutama memperkuat aturan dan pelibatan peran 
masyarakat (akuntabilitas hukurn dan akuntabilitas proses). 
Kata Kunci : Akuntabilitas, Penyelenggaraan dan pengelolaan, sampah kota, 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Obyek Penelitian 
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Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian 
yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan 
dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, 
dan batas-batas wilayah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 
1. Kondisi Geografi 
1. Letak Wilayah 
Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak pada Bagian Barat Pulau 
Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 1 38 ' 110 " - 2 54 
' 552" Lintang Selatan, 11 54 '47 " - 13 5 ' 35 "Bujur Timur, Jakarta (0 0' 0 ", 
Jakarta= 160 48 ' 28" Bujur Timur Green Witch). Dengan batas wilayah : 
a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju Tengah 
b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. 
c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Tana Toraja dan 
Kabupaten Mamasa. 
d. Sebelah Barat dengan Selat Makassar. 
Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 524.131 Ha, secara administrasi 
Pemerintahan, terdiri atas 16 Kecamatan, 143 Desa, I 0 Kelurahan, dan 4 (UPT) 
Unit Pemukiman Transmigrasi. Diantara 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Mamuju, 15 kecamatan berada di wilayah daratan dan 1 kecamatan di wilayah 
kepulauan. 
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Ibukota Kabupateri terletak di Kecamatan Mamuju. Berdasarkan orbitasi, 
Kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah Ibukota 
Kecamatan tommo yaitu sejauh · l 00 Km, dan ibukota kecamatan yang terdekat 
dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Simboro yang berjarak I Km dari 
kecamatan Mamuju. 
Kabupaten Mamuju juga memiliki wilayah kepulauan yakni Kecamatan 
Kepulauan Bala-Balakang, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Simboro 
dan Kepulauan. Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kepulauan 
Bala-Balakang adalah Pulau Salissingang, Samataha, Popoongang, Saboyang, 
Malamber, Sumanga, Sabakatang, Ambo, Seloang, Lamudaan, Tapilagan dan 
Pulau Lumu, yang letaknya di Selat Makassar dan bcrbatasan dengan Pulau 
Kalimantan. 
2. Luas Wilayah 
Mengenai luas wilayah perkecamatan, jumlah Desa dan Kelurahan serta 
UPT pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini : 
No. 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Tabel 4. 1. Luas Wilayah, Jumlab Desa, Keluraban dan UPT pada 
Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Mamuju 
Kecamatan Luas(Ha) Prosentase Desa/UPT Kelurahan 
-
Tapalang 50.411 6,29 7 2 
Tapalang Barat 12.714 1,59 7 
-
Mamuju 16.024 2,00 4 4 
Simboro 9.169 1,14 6/1 2 
Kalukku 46.199 5,76 11/1 2 
Kai um pang 177.821 22,19 13 -
Bonehau 95.076 11,86 9 -
Papalang 16.043 2,00 9 -
Sampaga 9.594 1,20 7 -
Pan gale 23.252 2,90 9 
-
Tommo 58.828 7,34 14 -
Kep. Bala-balakang 9.000 0,11 2 -
-
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~~I _J_um1_a_h _____ l._s_2_4. t3 t _J ___ 10_0_,o_o_.____9_8_12 _ __;c____1_o _ __J 
Sumber: BP5: Mamuju Du/am Angka, 2016 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah Kabupaten 
Mamuju seluas 524.131 Ha, kecamatan Mamuju memiliki luas 16.024 Ha dan 
Kecamatan Simboro memiliki luas 9 .169 Ha, kedua wilayah kecamatan tersebut 
adalah kecamatan yang menjadi fokus DLHK 
3. Keadaan Alam dan Iklim 
a) Jenis Tanah 
Berdasar data geologi Kabupaten Mamuju, jenis tanah di daerah ini dapat 
digolongkan 5 (lima) jenis, yakni tanah Alluvial, Regosol, Andosol dan tanah 
Mediteran. Sedang untuk kandungan geologi di Kabupaten Mamuju secara garis 
besarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan 
kelompok galian industri. 
b) Iklim 
Secara klimatologis Kabupaten Mamuju tidak memiliki perbedaan dengan 
daerah lain di Indonesia yaitu hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau 
dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin bertiup dari 
Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim 
kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret ams angin yang 
banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga 
terjadi musim hujan. 
c) Keadaan Demografi 
Adapun Keadaan Demografi Kabupaten Mamuju Akan diuraikan 
Sebagai berikut : 
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1) Kependudukan 
Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, penduduk 
Kabupaten Mamuju pada tahun 2013 berjumlah 284.026 jiwa yang tersebar di 15 
Kecamatan. 
Tabel 4.2. 
Data Penduduk Per Kacamatan Kabupaten Mamuju 20 i 6 
No Kecamatan 
Jumlah Jiwa 
Jumlah 
Laki - Laki Perempuan 
1 Tappalang 10.244 10.128 20.372 
2 Tappalang Barat 5.101 5.088 10.189 
3 Mamuju 34.388 33.633 68.021 
4 Simboro 14.314 13.927 28.241 
5 Balak-balakang 1.415 1.239 2.654 
6 Kalukku 29.741 28.836 58.577 
7 Papalang 12.155 11.784 23.939 
8 Sampaga 7.898 7.721 15.619 
9 Tommo 12.238 10.959 23.197 
10 Kalumpang 6.154 5.706 i 11.860 
11 Bonehau 5.050 4.539 I 9.589 I 
Jumlah 138.698 133.560 I 272.258 
B. Hasil 
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Mardiasmo (2006 : 5) bahwa 
akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (pertanggung 
jawaban ke atasan) dan akuntabilitas horisontal (pertanggung jawaban ke 
masyarakat), dengan dimensi dan indikatomya (Ellwood, 1993) sebagai berikut 
1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan indikator: 
a) Kepatuhan terhadap hukum 
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b) Penghindaran terhadap kolusi dan korupsi 
2. Akuntabilitas proses dengan indikator dengan indikator: 
a) Adanya kepatuhan terhadap prosedur 
b) Adan ya pelayanan publik yang responsif 
c) Adanya pelayanan publik yang cennat 
d) Adanya pelayanan publik yang biaya murah 
3. Akuntabilitas program dengan indikator : 
a) Altematifprogram yang memberikan basil yang optimal 
b) Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat 
4. Akuntabilitas kebijakan dengan indikator: 
a) Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil 
Berikut petikan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan 
Kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju, masyarakat dan pihak-pihak yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
I. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 
a. Kepatuhan terhadap hukum 
Menurut kepala dinas DLHK kabupaten Mamuju yang berinisial HM, 
menyatakan bahwa : 
" ... meskipun saat ini PERDA persampahan masih dalam masa 
penggodokan di DPRD tetapi dalam pelaksanaanya DLHK kabupaten 
Mamuju dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada tugas 
pokok dan fungsi DLHK yang terbaru, sesuai dengan aturan 
kelembagaan yang baru dan Standar Operasional Pelaksanaan 
persampahan yang disesuaikan dengan perencanaan teknis 
manajemen persampahan (PTMP) yang pada tahun 2015 disusun oleh 
konsultan dari Satker PLP Kementerian PU . (wawancara, Mei 
2017) .. " 
53 
Lebih lanjut Salah seorang staf berinisial A dari satuan kerja PLP 
bidang persampahan meluruskan bahwa : 
'" ___ .. kepatuhan dalam hukum adalah kepatuhan dalam menjalankan 
undang-undang (UU) pengelolan sampah No 18 tahun 2008. 
b. Penghindaran terhadap korupsi dan kolusi 
Menurut kepala seksi kebersihan yang berinisial AM: 
" ... kami berusaha rnelaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan tupoksi organisasi saat ini, otorisasi dalam 
rnenjalankan penyelenggaraan pengelolaan sarnpah hams dijawab 
dengan kerja yang rnaksimal, jujur dan ikhlas. Intinya karni bekerja 
dari pagi sampai sore, kadang lernbur sampai jam 24 malam tanpa 
ada tambahan uang lembur (wawancara, Mei 2017) .. " 
Ditarnbahkan oleh kasie perlengkapan dan peralatan berinisial HS 
" ... untuk rnenghindari adanya praktek pemungutan sampah yang 
pilihkasih, karena keluarga atau teman, maka kebijakan kami 
pemungutan retribusi sarnpah tidak dilakukan oleh petugas 
kebersihan itu sendiri tetapi oleh kolektor yang telah ditunjuk 
(wawancara, Juni 2017) .. " 
2. Akuntabilitas proses 
a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur 
Wawancara dengan AM kasie kebersihan: 
" ..... prosedur pengarnbilan sarnpah dari rurnah tangga/kontainer 
sampah menggunakan motor sampah atau truk sampah yang kemudian 
diangkut langsung ke TPA adi-adi (wawancara,juni 2017)." 
" ..... metode pernungutan sampah secara urnum adalah ambil, angkut 
dan buang ke TPA (wawancara,juni 2017)." 
b. Adanya pelayanan publik yang responsif 
Wawancara dengan staf DLHK sekaligus koordinator/pengawas 
wilayah berinisial AW, bahwa: 
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setiap saat sampah selalu tiinbul atau terkadang kami 
mendapatkan telpon adanya sampah yang tidak terangkut oleh petugas 
kebersihan oleh karenanya motor patroli sampah akan bergerak 
kewilayah-wilayah tersebut pada saat itu juga(wawancara, juni 
2017)." 
c. Adanya pelayanan publik yang cermat 
Wawancara dengan staf DLHK sekaligus korditor/pengawas wilayah 
berinisial AW, bahwa : 
" ..... dalam melaksankan tugasnya, misalnya untuk yang menggunakan 
truk sampah, maka personil terdiri dari 2 orang diatas truk dan 2 omg 
yang mengangkat sampah ke truk, sedangkan yang menggunakan 
motor sampah terdiri dari 2 orang yaitu I orang driver dan I atau 2 
orang yang mengangkat sampah ke bak motor (wawancara, juni 
2017)." 
Sebagai pembanding atas kinerja DLHK Kabupatn Mamuju, kami 
melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat, antara lain : 
Warga kelurahan rimuku yang berinisial BA 
"... saya ini warga yang bertempat tinggal dipinggir jalan, 
pengangkutan sampah dilakukan setiap harinya menggunakan truk 
sampah untuk mengmbil sampah langsung dari bak sampah yang 
terdapat di masing-masing rumah, namun terkadang pada wiiayah 
tertentu masih terdapat sampah yang bertumpuk, contohnya di sekitar 
jembatan perumahan PEMDA, pinggir kanal dan lain-lain . 
(wawancara, Mei 2017) .. " 
Warga kelurahan karema yang beinisial AS 
" ... petugas kebersihan biasanya mengambil 
menggunakan motor sampah, terkadang dua 
( wawancara, Mei 2017) .. " 
sampah masih 
hari sekali 
Namun pada kelurahan yang sama disekitar BTN AMPI, petugas 
kebersihan jarang sekali datang, 
"... sudah hampir I bulan ini petugas kebersihan tidak datang 
mengambil sampah, padahal kami sudah membeli bak-bak sampah 
dari DLHK, kami juga membayar retribusi Rp 5000 tiap bulannya, 
daripada bau terpaksa kami membuang sampah dibelakang rumah 
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saja, ujar salah seorang warga yang berinisial MG dan MD 
(wawancara, Mei 2017) 
d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah 
Wawancara dengan HS kasie perasarana dan sarana : 
" ... biaya retribusi persampahan untuk skala perumahan/permukiman 
memang sangat murah dan tidak mencukupi, berkisar Rp.5000 per 
rumah tangga . (wawancara, Mei 2017) .. " 
3. Akuntabilitas program 
1. Altematif program yang memberikan hasil yang optimal 
Menurut kepala dinas DLHK kabupaten Mamuju yang berinisial HM, 
menyatakann bahwa : 
" ... program kegiatan DLHK khususnya dalam bidang kebersihan, tentu 
akan merujuk kepada visi misi kepala daerah yaitu Mamuju Mapaccing 
(kabupaten mamuju yang bersih dan indah), oleh karena itu program 
kerja tahunan kami (renja) akan disesuaikan dengan visi misi yang ada. 
Program kerja SKPD juga diambil dari beberapa masukan masyarakat 
pada saat MUSREMBANG kabupaten. (wawancara, Mei 2017) .. " 
"... dalam menjalankan visi misi tersebut kami bekerja sama atau 
berbagi tugas dengan dinas perumahan dan permukiman kabupaten 
mamuju untuk tupoksi pemeliharaan taman kota, anjungan dan 
pedistrian. (wawancara, Mei 2017) .. " 
Sementara itu salah seorang eselon IV yang berinisial HS, 
menyampaikan : 
"... fokus pelaksanaan kegiatan yang kami laksanakan ini adalah 
bagaimana mengangkut sampah ke TP A, sehingga sampah-sampah ini 
tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan estetika kota, adapun 
aletematif program penanganan sampah sesuai dengan yang disarankan 
dalam PTMP belum dapat dilaksanakan secara penuh selain karena 
belum ada landasan peraturan bupati khusus penanganan persampahan, 
juga karena keterbatasan pembiayaan. Memang TPS 3R di mamuju 
sudah ban yak dibangun oleh Satker PLP, namun tidak berjalan dan 
berfungsi pungkasnya. (wawancara, Mei 2017) .. " 
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2. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat 
Wawancara dengan HM kepala D LHK : 
" ... kesemua program· yang menjadi otaoritas kami (terdapat dalam 
DIPA DLHK), dipertanggung jawabkan secara vertikal (bupati dan 
DPRD), indikator penilaianya dilihat dari penyerapan anggaran dengan 
hasil lapangan, pada setiap tahunnya, dan akan diaudit oleh inspektorat 
kabupaten (bawasda) . (wawancara, Mei 2017) .. " 
4. Akuntabilitas kebijakan 
a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil 
Wawancara dengan AM, kasie kebersihan, bahwa: 
" ... terkadang dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang 
sifatnya diluar mekanisme misalnya dana operasional belum dapat 
dicairkan, atau terdapat kejadian kerusakan diluar perencanaan anggaran 
sebelumnya, sedangkan sampah jika tidak diangkut akan menimbulkan 
masalah bagi kami, maka pimpinan ( eselon) akan mengambil kebijakan 
mengambil dana talangan dari porsi lainnya yang terdapat di DIPA 
DLHK atau tindakan lainnya yang tidak dapat di sebutkan kepada 
saudara. (wawancara, Mei 2017) .. " 
C. Pembahasan 
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 
Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimanahkan kepada Dinas 
Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Mamuju, yaitu berdasarkan Peraturan 
Bupati Nomor 31 tahun 2016 pada pasal 12, bidang kebersihan DLHK 
Kabupaten Mamuju, mempuyai fungsi : 
a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan kegiatan 
pengelolaan sampah 
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b. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap 
penyelenggaran pengeloaaln kebersihan sesuai ketentuan dan 
peraturan yang berlakti. 
c. Menginventaris permasalahan - permasalahan dan menyiapkan 
data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya. 
Melaksanakan pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana 
kebersihan. 
d. Melakukan koordinasi dengan semua stakeholder untuk 
melaksanakan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan kualitas 
lingkungan khususnya dalam hal pengelolaan sampah; 
e. Melakukan kerja sama dan pembinaan terhadap pemerhati 
lingkungan yang bergerak dalam bidang kebersihan kota; 
f. Pelaksanaan tugas lain untuk diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya; 
Dalam diagram berikut ini, SOP DLHK terdiri dari dua bagian yang 
tidak sama persis, pada skema 1.1 skema tersebut melibatkan 
masyarakat (pengolahan dan pemilahan) sebagai berikut: 
Skema 4.1. 
Skema Standar Penyelenggaraan dan Pengelola Sampah 
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Sedang dalam pelaksanaan kegiatannya DLHK membuat SOP dengan 
menyesuaikan dengan kemampuan daerah dalam hal tenaga, armada, 
dan keuangan 
Skcma 4.2 
BAGAN ALIR PROSES 
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN 
PENGELOLAAN TEHNIK DAN PERSAMPAHAN KABUPATEN MAMUJU 
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No Proses/ Kegiatan Pemr<Jses Dokumen 
Pemohon DLHK TPA 
A B c D E F 
Pengajuar1 Masyarakat Pengisian biodata 
L pelanggan Sampah • pelanggan Kebersihan iilt 
a. Pelanggan menyiapkan Wadah tempat sampah 
wadah tem~t sampah di tempatkan berada di 
2 depan rumah yang 
b. Pelanggan memilah mud ah terjangkau 
jenis sampah. yang dengan tidak 
dihasilkan dimasukan menganggu fasilats 
ketempa t sampah yang um um 
telah disediakan 
a. Pengangkutan Sampah Sampah yang diangkut 
dengan menggunakan langsung di bawah ke 
3. mobil sampah tempat pembuangan 
- ~- akhir (TPA) b. Pengangkutan Sampah \ 
secara langsung ( door to 
" door) atau sampah Luar \ 
biasa I Hasil Keria Bakti \ 
a. Pengangkutan Sampah 
' ' dengan menggunakan \ Sampah yang diangkut 4. Motor Fukuda Sampah ' langsung di bawah ke 
-
*' 
\ 
tern pat pembuangan . \ 
b. Pengangkutan Sampah 
'\ ,\ ( Container ) yang telah secara langsung ( door tu di tempatkan di door) atau sampah Luar beberapa titik 
biasa I Hasil Keria Bak.ti 
" Pengangkutan mob ii 
"\ Tempat Pembuangan 5. sampah dengan Akhir ( TPA) Adi - Adi 
melakukan pembongkaran 
-
Desa Botteng Kee. 
di tern pat pembuangan / Simboro 
akhir ( TP A ) sampah / ,i 
Melakukan pembersihan -~ Armada di istirahakan i' 
6. alas Armada Mobil / Motor 1' khusus mobil di parkir 
Fukuda pengangkut ,7 di halaman Kantor dan 
sampah dan melaporkan Motor Fukuda di 
aktifitas rutin kepada ma sing - masing driver 
pengawas 
Kedua skema tersebut memiliki perbedaan yaitu tidak adanya alur pemilahan 
dan pengelolaan sampah dari sumber ataupun komposting (skema 4.2) fokus 
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pelaksanaannya hanya terhadap pola pelayanan, ambit angkut dan buang ke 
TPA. Pola pada skema tersebut (skema 4.2) sudah berjalan dengan baik, 
seluruh jajaran DLHK bekerja dengan maksimal sesuai dengan pola skema 
4.2, meskipun dibeberapa tempat terdapat wilayah yang tidak terlayani 
ataupun sudah dilayani namun sampah masih berserakan, hal tersebut 
dikarenakan keterbatasan dan kondisi tenaga dan prasarana persampahan 
serta alokasi anggaran yang belum mencukupi , meski dari tahun ketahun 
mengalami peningkatan. 
Ketidakoptimalan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilaksanakan 
oleh DLHK terletak pada ketidakmampuan melibatkan seluruh stakeholder, 
utamanya dalam pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari 
sumbemya, dengan adanya pemilahan dan pengolahan di lingkungan (RT, 
dan TPS 3R) maka beban kinerja DLHK akan berkurang, berkisar 50% -70 % 
reduksi sampah organik (wawancara dengan TFL pemberdayaan TPS 3R 
Kabupaten Majene/Mamasa) 
Dinas Lingkungan Hidlip dan Kebersihan Kabupaten Mamuju dalam 
pemberian pelayanan persampahan pada saat ini, mengacu pada Peraturan 
Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi 
Persampahan 
Akuntabilitas yang terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah 
dengan DLHK Kabupaten Mamuju sebagai pemegang otorisasi tersebut, tidak 
hanya menunjukkan etos kerja semata, tetapi juga mempertimbangkan 
dampak yang ditimbulkan dan basil akhimya apakah akan menciptakan kota 
yang bersih dan rapih 
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Untuk memperoleh hasil tersebut maka pelaksanaan penyelenggaraan 
pengelolaan sampah, akan ditinjau dari teori akuntabilitas menurut Ellwood 
(1993) dalam Garini (2011 :22) dimensi akuntabilitas dengan indikatomya 
sebagai berikut : 
1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan indikator 
a. Kepatuhan terhadap hukum 
Indikator ini berkaitan dengan prohility and lagality accountability atau 
compliance atau kepatuhan terhadap hukum/peraturan. Sebagai sebuah institusi 
pemerintahan, DLHK Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugasnya 
berpedoman regulasi persampahan, namun regulasi berupa perda persampahan 
dan peraturan bupati sebagai juknisnya sampai saat ini belum mendapatkan 
pengesahan dari legislatif, hal tersebut disampaikan oleh kepala dinas DLHK 
dan kepala seksi bidang kebersihan, bahwa saat ini pelaksanaan kerja dinas 
DLHK sementara ini berdasarkan pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) 
kelembagaan yang baru yang termuat dalam PP 18 tahun 2016 tentang pedoman 
penata&n perangkat daerah, SOP!fupoksi dan PTMP, tapi dalam pelaksanaanya 
pelayanan persampahan kepada masyarakat masih bersifat pada umumnya yakni 
ambil, angkut dan buang di TP A. 
Lebih lanjut Salah seorang staf berinisial A dari satuan kerja PLP bidang 
persampahan meluruskan bahwa kepatuhan dalam hukum adalah kepatuhan 
dalam menjalankan undang-undang (UU), dan UU yang dimaksud adalah UU 
pengelolan sampah No 18 tahun 2008 dimana disebutksn bahwa " ... Pengelolaan 
sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, 
asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas 
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keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah 
bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan 
serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Untuk mewujudkan hat tersebut 
maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah/kabupaten harus 
menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang sesuai dengan 
hirarki kewenangan, dan untuk saat ini pemprov. sulbar dan pemda kabupaten 
mamuju belum mengeluarkan perda tentang pengelolaan persampahan. 
Lebih lanjut dinyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah itu 
sendiri tidak dapat dibebankan kepada DLHK semata, tetapi aspek peran serta 
masyarakat (TPS 3R) sebagaimana yang diamanatkan dalam PTMP kabupaten 
mamuju harus dijalankanjuga. 
Jika melihat dari kenyataan dilapangan, TPS 3R-TPS 3R yang telah 
dibangun oleh kementerian PU dan PR di beberapa lokasi dikabupaten mamuju, 
tidak berjalan sebagaimana mestinya, ha! ini terjadi karena tidak adanya 
pembinaan dan bantuan operasional dari DLHK kepada KSM TPS 3R, padahal 
program tersebut dilaksanakan oleh pemtrintah pusat pemda sudah menyepakati 
pemberian bantuan pembinaan dan dana opersional dan tertuang puladalam 
dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) 
b. Penghindaran terhadap kolusi dan korupsi. 
Melaksanakan pekerjaan sebagai pelayan masyarakat tidak lepas dari 
tupoksi organisasi dan integritas yang dimiliki oleh para staf/petugas DLHK. 
Tanggung jawab tanpa mengenal waktu serta sesuai perintah pimpinan akan 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
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Persoalan kemudian terjadi ketika sifat manusiawi muncul, yang menyebabkan 
seseorang menjad1 melenceng dari nom1a-norma hukum dan etika, biasanya 
dikarenakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau ketidaksukaan seseorang 
kepada orang lain menyebabkannya berbuat tidak adil dan bertindak 
deskrimanati f. 
Pencegahan perilaku kolusi dan nepotisme seperti tidak mengambil sampah, 
bagi rumah tangga yang tidak memberikan uang tambahan atau Iebih 
memprioritaskan wilayah (sekampungnya) tertentu daripada wilayah lain adalah 
hal yang harus dipikirkan solusinya. 
Oleh karena itu untuk menghindari ha! tersebut, maka kebijakan pemisahan 
petugas yang memungut sampah dengan yang memungut retribusi sampah 
(kolektor) dilakukan, ujar salah seorang kepala seksi yang berinisial HS 
2. Akuntabilitas proses 
Process accountability dalam hal ini digunakan prosedur, proses, atau 
ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan, seperti 
a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur. 
Prosedur dapat diartikan sebagai serangk:ain tindakan yang dilakukan 
dengan cara yang sistematis dan baku untuk mencapaian tujuan yang diinginkan, 
cara yang sistematis dan baku dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan 
yang dimaksud, dengan mengaitkannya prosedur yang terdapat dalam SOP dan 
PTMP, sebagaimana yang disampaikan oleh kasie kebersihan berinisial AM , 
bahwa Prosedur yang saat ini dilaksanakan oleh DLHK kabupaten mamuju 
dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP yaitu ambil, angkut dan buang, 
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dimana sampah-sampah yang dari rumah tangga atau kontainer sampah yang 
terdapat dipermukiman dan pasar-pasar diangkut dan dibuang ke TPA adi-adi. 
Kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan kerja ini merupakan kewaj iban yang 
tidak dapat ditawar-tawar, karena merupakan salah satu standar penilaian kinetja 
petugas kebersihan DLHK. 
b. Adan ya pelayanan publik yang responsit: 
Pemberian pelayanan yang resposif, cepat dan tidak menunggu lama, 
adalah salah satu cara DLHK kabupaten mamuju dalam menyelengarakan 
pengelolaan sampah yang baik, keberadaan motor-motor patroli sampah 
sebagimana disampaikan oleh staf kebersihan berinisial AW adalah salah 
satunya, dikarenakan kemampuan motor tersebut bergerak cepat mengambil 
sampah pada wilayah yang sulit dijangkau oleh truk, ataupun wilayah-wilayah 
yang sampahnya luput terangkut oleh truk-truk pengangkut sampah, untuk 
selattjutnya di ambil dan dibawah ke kontainer pengumpul. 
c. Adanya pelayanan publik yang cermat 
Adanya pembagian tugas dalam satu tim kerja sebagaimana yang 
disampaikan oleh AW yaitu 1 truk terdiri dari 2 orang di atas truk sebagai 
penerima sampah dan 2 orang yang mengambil sampah dati bin kemudian 
mengangkat sampah ke truk, adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan 
kerja yang cermat. 
proses pembagian tugas dalam I tim ini akan mencegah sampah banyak 
berceceran di sekitar bin dan jalan yang dilalui, tetapi yang lebih penting lagi 
memudahkan dan mempercepat pengambilan sampah dipermukiman-
permukiman. 
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Meskipun demikian, dilapangan kadang terdapat hal-hal yang tidak seperti 
direncanakan, terkadang dibeberapa tempat sampah-sampah masih bertumpuk 
dan tidak diambil oleh petugas· kebersihan, seperti yang disampaikan oleh MG 
dan MD, hal tersebut belum tentu menunjukkan bahwa kinerja DLHK buruk dan 
tidak cermat sesuai prosedur pengambilan sampah, namun lebih kepada 
persoalan waktu pelayanan, cakupan wilayah dan tanggungjawab bersama, 
d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah. 
Pelayanan publik yang murah bukan berarti biaya yang dikeluarkan 
masyarakat betul-betul murah tetapi memenuhi standar retribusi sebagimana 
yang dikemukakan oleh Syafaruddin dan Priyambada (2001), besaran retribusi 
sampah adalah 1 % dari penghasilan per rumah tangga, jika UMR saat ini 
sebcsar Rp. 1.600.000 /perbulan, maka retribusi persampahan senilai Rp. 16.000 
Saat ini jika disesuaikan dengan perda retribusi untuk rumah tangga hanya 
berkisar Rp.5000 perbulannya, jika dihitung secara ekonomis, biaya operasional 
tidak akan sebanding dengan pemasukannya. Oleh karena itu pembiayaan 
pengelolaan sampah agar tetap berjalan dan bertarif murah, hams dibebankan 
langsung ke APBD. 
3. Akuntabilitas program 
a. Altematif program yang memberikan hasil yang optimal 
Visi misi kepala daerah yaitu mamuju mapaccing (kabupaten mamuJu 
yang bersih dan indah) adalah program DLHK kabupaten mamuju pula, untuk 
itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai visi misi tersebut harus 
66 
mendapatkan dukungan, baik dari kebijakan program yang diusulkan ke DPRD 
maupun dari segi penganggaran yang dibutuhkan. Pemerintah saat ini dalam 
membuat program-program ·kegiatan didasarkan pada MUSREMBANG 
(Mampu memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses 
pemerintahan dan pembangunan (Herman Finner ( 1941) dalam joko widodo 
(2011 : 67)), RPJMD, Renstra, Renja dalam lingkup visi misi tersebut. sehingga 
program-program yang dibuat betul-betul akan bersesuaian antara program 
pemerintah dengan keinginan masyarakat. 
Dalam mewujudkan visi misi tersebut ada beberapa altematif program yang 
dapat dilakukan dan diterapkan agar penyelenggaraan program persampahan 
memberikan hasil yang optimal, yaitu: 
I). Pembuatan regulasi daerah, regulasi adalah dasar dalam melaksanakan 
pekerjaan agar tidak terkena masalah hukum, sehingga semua tindakan dan 
kebijakan yang diambi dapat dipertanggung ja \'.:abkan 
2). Teknik operasional, pola penanganan sampah saat ini dengan metode ambit, 
angkut dan buang adalah metode yang tidak efektif dan eftsien, terutama dalam 
hat beban tenaga, beban operasional dan pemeliharaan kendaraan yang cukup 
besar 
3). Kelembagaan, sudah waktunya program penataan dan pembentukan 
kelembagaan ini dilaksanakan, adanya pemisahan antara regulator dan operator 
yang jelas akan mengefektitkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan 
persampahan dikabupaten mamuju, sehingga akan lebih fokus dan jelas 
tanggung jawabnya. Fungsi regulator sebaiknya di tupoksikan ke SKPD 
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sedangkan fungsi operator di tupoksikan ke UPT (unit pelaksana teknis), BLU 
(badan layanan umum), Perusda/BUMD atau diswastakan (pihak ketiga) 
4) Peningkatan kerja sama antar instansi dan stakeholder, kerja sama yang 
dimaksudkan adalah kerja sama program dan pembiayaan, selain antara SKPD 
dilingkup kabupaten mamuju, juga perlibatan perusahaan swasta melalui dana 
CSR yang dimiliki. 
5) Peran serta masyarakat, perlibatan masyarakat dalam penyelenggaran 
pengelolaan sampah sangat besar manfaatnya, program seperti reuse, reduce dan 
recycle adalah cara yang sangat baik terutama dalam hal meminimalkan 
timbulan sampah dari sumber 
6) PHBS (pola hidup bersih dan sehat) adalah program kampanye dan edukasi 
sanitasi yang harus digalakan, dengan perilaku PHBS ini masyarakat akan sadar 
dengan sendiri betapa pentingnya kebersihan lingkungan itu. 
b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat. 
Program kegiatan SKPD DLHK dipertanggungjawabkan setiap tahunnya, 
sebagaimana yang disampaikan kadis DLHK yang berinisial HM, bahwa 
kesemua program yang terdapat dalam DIPA DLHK akan dipertanggung 
jawabkan secara vertikal (bupati dan DPRD), dan akan diaudit oleh inspektorat 
kabupaten (bawasda), dan DLKH harus mampu memberikan jawaban berupa 
pertanggungjawaban kerja (LPJ). 
Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan oleh sahruddin rasul 
(2002 :8) bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada 
otoritas yang lcbih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap 
masyarakat luas dalam suatu organisasi 
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4. Akuntabilitas kebijakan dengan indikator Mempertanggungiawabkan 
kebijakan yang telah diambil. 
Dalam ciri pemerintahan yang accountable yaitu mampu menjelaskan dan 
mempertanggung jawabkan setiap kebijakan secara proporsional, maksudnya 
adalah kebijakan-kebijakn yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan 
persampahan tidak keluar dari koridor peraturan dan rahasia jabatan, hal tersebut 
disampaikan oleh kabid kebersihan DLHK bahwa kebijakan-kebijakan yang 
diambil tetap memperhatikan aturan dan rahasia jabatan, apalagi jika itu 
menyangkut anggaran, intern dinas dan antar eselon, termasuk juga jika terjadi 
kondisi diluar kendali perencanaan semula, maka kami akan mengambil 
tindakan-tindakan yang bersifat darurat. intinya bagaimana proses 
penyelenggaraan pengelolaan sampah ini dapat berjalan, bagaimanapun caranya, 
namun tetap dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan, masyarakat maupun 
ketika diaudit 
A. KESIMPULAN 
BABY 
KESIMPULAN DAN SARAN 
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Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna 
mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian tentang Akuntabilitas 
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Mamuju Provinsi 
Sulawesi Barat dengan mengunakan indikator/parameter, maka dapat disimpulkan 
bahwa, jika ditinjau dari dimensi akuntabilitas (Ellwood), Akuntabilitas 
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju yang 
dilaksanakan oleh DLHK sudah berjalan dengan cukup baik (l.akuntabilitas 
hukum dan kejujuran indikatorpenghindaran korupsi dan kolusi, 2. Akuntabilitas 
proses dengan indikator adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan 
publik yang responsif, adanya pelayanan publik yang cermat, adanya pelayanan 
publik yang berbiaya murah. .3 Akuntabilitas program dengan indikator 
mempertanggung jawabkan yang telah dibuat. 4. Akuntabilitas kebijakan dengan 
indikator mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil), namun 
hasilnya belum optimal ( ! . Akuntabilitas hukum dan kebijakan dengan indikator 
kepatuhan terhadap hukum. 2. Akuntabilitas proses dengan indikator pelayanan 
publik yang cermat. 3. Akuntabilitas program dengan indikator alternatif program 
yang memberikan hasilyang optimal). 
B. SARAN 
Berdasarkan basil interpretasi data dan kesimpulan di atas, maka untuk 
bermanfaatnya penulisan ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal 
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dalam rangka menerapkan akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan sampah di 
kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut: 
1. Memberikan himbauan · kepada masyarakat khususnya pengguna 
kendaraan roda empat agar menyediakan tempat sampah di kendaraan 
masing-masing, dan bekerja sama dengan kepolisian dalam penindakan 
pada saat sweeping kendaraan roda empat. 
2. Menempatkan kontainer-kontainer sampah di tempat-tempat strategis yang 
dapat dijangkau oleh Rumah Tangga dan Mobil Truk Amrol DLHK 
( contoh penempatan terlampir) 
3. Meningkatkan koordinasi dan singkronisasi antar SKPD terutama dalam 
mewujudkan kebersihan dan keindahan di Kabupatem Mamuju.(contoh 
tupoksi dinas perumahan dan permukiman dalam pedistrian jalan dan 
taman kota, sedang DLHK penyapuan jalan dan pengangkutan sampah 
taman) 
4. Membuat data base dan analisis kebutuhan biaya penyeienggaraan 
pengelolaan sampah, sebagai acuan dalarn pembuatan kebi_1akan, 
perencanaan kerja dan strategi penyelenggaran pengelolaan sampah dalam 
bingkai visi misi mamuju mapaccing. 
5. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berperan serta secara 
aktif menanggulangi pengelolaan sampah 
6. Melakukan pembinaan dan menghidupkan kembali tempat pengelolaan 
sampah metode reuse,recycle dan reduce (TPS 3R) yang telah dibangun 
oleh pemerintah pusat serta memanfaatkannya sebagai pengurang sampah 
dari sumbernya. 
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••AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN 
SAMPAH KOTA DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI 
SULAWESI BARA T" 
OLEH: 
Anas 
NIM : 500654765 
A Akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan indikator : 
1. Kepatuhan terhadap hukum 
Apakah dasar pelaksanaan kegiatan pada dinas lingkungan hidup dan 
kebersihan (DLHK) kabupaten Mamuju? 
2. Penghindaran terhadap kolusi dan korupsi 
Bagaimana strategi pencegahan terhadap kolusi dan korupsi dalam I 
I 
B . Akuntabilitas proses deng:an rr;.d-ikz;,~ dengan indikator : 
! 
I. Adanya kepatuhan terhadap prosedur 
Bagaimana prosedur pengambilan sampah yang selama m1 
dilaksanakan? 
2. Adanya pelayanan publik yang responsif 
Bagaimana bentuk pelayanan persampahan yang rensponsif yang 
dilaksanakan oleh DLHK kabuapten mamuju? 
3. Adanya pelayanan publik yang cennat 
Bagaiamana bentuk pelayanan persampahan yang cermat? 
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4. Adanya pelayanan publik yang biaya murah 
Apakah biaya atau tarif retribusi yang dipungut sudah memadai'? 
C Akuntabilitas program dengan indikator : 
I. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal 
Bagaimana strategi program dan alternatif program yang 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung sektor 
persampahan di kabupaten mamuju? 
2. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat 
Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kebijakan program yang 
telah dibuat oleh DLHK? 
D Akuntabilitas kebijakan dengan indikator : 
1. Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil 
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pelajaran IPS tentang jual beli dengan menanyakan siswa ketika siswa ke sebuah 
warung untuk membeli telur Yi Kg, gula '14 Kg dll. 
Berbagai cara yang dilakukan oleh guru dalam mengolah pelajaran secara 
kreatif dan integratif sesuai dengan kemampuan peserta didik misalnya melalui 
metode pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan membuat 
pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa aktif dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Sehingga siswa mudah dalam memahami materi yang disampaikan 
guru. 
4. Indikator Profesional Guru dalam mengembangkan keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan melakukan tindakan secara reflektif. 
Guru kelas V SDN Kaligandu melakukan refleksi terhadap proses belajar 
mengajar yang tujuannya untuk mengetahui kinerja yang telah dilakukan. Dari 
tindakan refleksi guru akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam proses 
belajar mengajar sehingga akan tahu hal-hal yang akan dilkukan berikutnya atau 
sebagai evaluasi dalam meningkatkan keprofesionalannya. 
Dalam meningkatkan keprofesionalan sebaiknya guru kelas V membuat 
makalah sebagai hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) namun karena kesibukannya 
pada tahun ajaran 2016-2017 belum sempat membuat PTK. 
Untuk meningkatkan keprofesionalan guru diharapkan mengikuti kemajuan 
zaman dengan belajar dari berbagai sumber agar tidak tertinggal dengan berbagai 
informasi serta untuk menambah pengetahuannya. Terlihat dari hasil penelitian 
bahwa guru kelas V dalam pembelajaran matematika juga telah menggunakan 
berbagai alat informasi untuk mendapatkan materi yang akan disampaikan. Materi-
